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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bah-wa dengan adanya penyesuaian terhadap jerrrs cr;rrr

tarif atas jenis Penerimaan IVegara Bukan perlak \irr)q
berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asrrsr

Manusia sebagaimana telah diatur dalam per.tLrr-irr

Pemerintah Nomor 75 Tahun 200s tentang Je.rs rlir,
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan-pajak \rr.g
Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asirsi
Manusia sebagaimana terah beberapa kari drub.h.
t*akhir dengan Peraturan pernerintah Nomor g2 Tzrhr_rn

2oo7 . tentang perubahan Kedua Atas perattrrerr.r

Pemerintah Nomor zs Tahun 2o0s tentang Jenrs crirr.r

Tarif atas Jenis penerimaan i.icgara Bukan palerk r.rrrru
Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asirsi
Manusia, perlu mengatur kembali jenis can r^rir- atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan irajak yung berrakrr
pada Depertemen Hukum dan Hak Rsasi tvtanu.lr;

bahwa berdasarkan peruimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ; dan untuk meraksanakar:
ketentuan Pasal .2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasar 3 ayar

lZl Undang-Undang Nomor 20 Tahun lgg| renrang
Penerimaan Negara Bukan pajak, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan pajak yang g"rf"k" pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manrisia;

Pasal 5 ayat (2) yl9:ng-Undang Dasar Negara Repui;lik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

b
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 rentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 [r'nLil]rs
.Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan []:ijal<
(Lembaran Negara Republik Indonesizr 'faltr-ur l()o'/'
Nomor 57, Tambahan Lcmbaran Ncgura Iit.prrltlrt,
Indonesia Nomor 3694) scbagaimanu tclirh rlrrrlrrlr
dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 5l 'l'rrltrrr) tr,r!
tentang Perubahan atas Pcratrrran Pemcrir-rtiih Norrtor. l..l
Tahun 1997 tentang Jcnis dan Pcnyctorur.r Pc'nt,r.inriI,in
Negara Bukan Pajak (Lr:mbzrran Ncganr lit'pLrirlri.
Indonesia Tahun 1998 Nomor' 85, Tambarhirr-r [,r'rnl)r1-iu]
Negara Republik Indonesia Nr,mor 3Z60);

MEMUTUSKAN

PERATURAN PBMERINTAH TEN'IANG JENIS DAN 'I'\IiI
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAIT YAN(i
BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN FIAI( I\ST\Si
MANUSIA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan
pada Departemen Hukum dan
meliputi penerimaan dari:

a. Pelayanan Jasa Hukum;
b. Balai Harta peninggalan;

c. Keimigrasian;
d. Hak Kekayaan Intelektual; dan

e. Jasa Tenaga Kerja Narapidana.

Pajak yang berlakr-i
Hak Asasi Manusia

Jenis dan tarif atas Jenis penerimaan Negara Burka.i
Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayaL (t )

huruf a, huruf b, huruf c, dan huiuf d a<1alah
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran pe raturar-r
Pemerintah ini.

(2)

(3) Tarif
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(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pa;ak ,\'ang
berupa Jasa Tenaga Kerja Narapidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf e adalah sebcsar nilai
nominal yang tercantum dalam kontrak l<ct';itsiunir.

Pasal 2

.Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak scbtrgiin.nan.r
dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai Litrif dal;tn.r )rt'nruli
satuan rupiah, dollar Amerika, dan persenLasc,

Pasal 3

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yarlg
berasal dari penerimaan Keimigrasian bcrupa:

a. izin keimigrasian;
b. visa;

c. biaya beban;

d. Surat Perjalanan Republik Indonesia pdsl're1 biaser
24 halaman, dan

e. Surat Perjalanan Laksana Paspor Rt:pr.rL,irk
Indonesia,

dapat dikenakan tarif sebesar RpO,00 (nol rupiail) iiL:u.l
USD 0,00 (nol dollar Amerika).

(2) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak vang [r,,'r-astrl
dari penerimaan Keimigrasian berupa izin kcirnigrirsran
sebagaimana dimaksud pada ayat (i) hururl' zi rlrrpar
dikenakan tarif RpO,00 (nol rupiah) kepada:

a. orang asing dalam keadaan terpeiksa lforc:e
mcleure)',

b, tenaga ahli asing dalam rangka ker_jasarra t)'rr.r,-Ltlrr
program alaru proy'ek dari luar rrcgcri k,rpa,,);r
Pemcrintah llepublrx ln,loncsier ;

c. mahasiswa atah siswa asing yatlg ;rcr,(,i il],.j
beasiswa darr Pemerinuah Republil< Indor:e sla;

d. orang asing yang rrrenetap di Indonesia dan ridiik
mampu;

c. ()r'elrlg
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orang asing di Indoncsia daierm rangkti pr:ltil<srut.rrril
deportasi;
orang asing dalam rangka repaLriasi kc I1^,11'.,r11,'s,ri.

atau
orang asing dalam rangka pelaksar:aLln esas irnrl-,.r1

balik.

(3) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pa.1ak vzrnt lrcrirs:ril
dari penerimaan Keimigrasian berupa visi sebagzrinr.rn,r
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikcnakrrr-r t:rnj
RpO,O0 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Anr,'rik.i)
oleh Menteri Keuangan berdasarkan rekonrr'ncla sr
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajal< \-arrg., ircri-is.ri
dari penerimaan Keimigrasian berupzr t,iaya bcbi:rr
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c cl;r:r:
dikenakan tarif itp0,00 (noi rupiah) kcparia oriurrs as:':rl
yang:

a. terganggu jiwarrya atail gila dan harr:s diran,i.,r rir
rumah sakir:

b. dalam keadaan terpaksa (force rnajeure);
c. berada di Indonesia dan tidak mampu:
d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan

deportasi;
c. dalanr pcnanganan aperraL pcnegak hukur-n; lLirui
f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadrlarn.

(5) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang i.rerasal
dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat pc'j:rrana'
Republik Indonesia paspor biasa '24 tra [arn,n
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d drkcnal:ar:r
tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Terraga Kerja Inclone sia
(TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka r,vak,.,_r
tertentu.

(6) Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang bcrasirl
dari penerimaan Keimigrasian berupa Surat pt--:'raranarr.

Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaim,rn,-,
dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikcna^k,. ti,rrr.
RpO,OO (nol rupiah) kepada Warga Negarar tnrjo:rt,sr:r
yang selesai menjalani hukuman di luar negcri \,..t1
pulang atau dideportasi oleh pemerintah asing cii trrar
negeri.

e

f

g

(7) Kctt::.!tL'i-r n

4
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(7) Ketentuan iebih lanjuL mengenai tata c.u'ri riirn
persyaratan pengenaan tarii sebagaimaner clinrrrl<srrrl
pada ayat(2), ayat (4), ayaL (5) dan ayat (tr) diatr-rr <lt.nq.rrr

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Metn,.tsr,,

setelah mendapat persetujuan Mcnteri Kcuaulgeur.

Pasal 4

Seluruh Penerirnaan Negara Bukan Pajak yang br:rlirl<r.r |),rtr,r
Departetnen Hukum dan Hak Asasi Manusitr u,u.jrb (lrr,'r ,;

Iangsung secepatnya kc I(as Ncgara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pcmerintah ini mulai berlaku, peraLurain

Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Teiril
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Ber-iakur
pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusra (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nonror I Cr 1 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-
4589) sebagaimana telah beberapa kali diubah, reral<nrr
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2oo7 rcnta;rg
Perubahan Kedua atas Peraturan pemerinLah Ncruor- 7.--

Tahun 2005 tentang Jenis clan Tarif atas Je.rris pcrrerinia.ir-r

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departem.<:ii llun;.tr.-i
dan Hak Asasi Manusia (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo7 Nomor rrr, Tanrbatan Lr:nrba.r.rin
Negara Republik Indonesia Nomor 47gg), dicabur c.luri

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tr.r-juh) hai-;
terhitung sejak tanggal diundangkan

Agerr
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Mei 2OO9

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OO9 NOMOR 77

Sallnan sesual dengan asllnya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

(.t.
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2OO9

IENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PA.JAIT

YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Negara Bukan pa.lak gu:r.r
menunjang Pembangunan Nasional, Penerimaan Nega.a Bukan ei.lat< pacla
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebalai salah satu sumber
penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenrs
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan
Pemerintah Nomor 75 tahun 

-ZOOS 
ten"tang .Ienis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Neqya Bukan pajak yang Berliku pada Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia sebagaimana-telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOT teniang perubahar-r

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tJntang ienrs
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Namun, ciengan adanya jenis
Penerimaan Negara. Bukan pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu
mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Peneiimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 2
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Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud force majeure yaitu bencana alam (ban3rr :rrarrr

gempa bumi, kebakaran, dan huru hara).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas,

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun lgg7 lentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasai 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5OOB


